Page | 1

Implementation Of A Website Based Village Information System In The
Dukuhsari Village Government Jabon Distric

[Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada
Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon]

Dina Ayu Sindiana?, Isnaini Rodiyah "2

DProgram Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
AProgram Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email Penulis Koresponden, isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstrak. This study aims to analyze and describe the Implementation of a Website-Based Village Information System in
the Dukuhsari Village Government in providing information services by utilizing electronic media. The informants in
this study were the Village Secretary, Head of General Administration, and users of public services in the Dukuhsari
Village Government. This study uses a qualitative description method by using data collection techniques through
interviews, observation, and documentation. According to Miles & Huberman, the data analysis model used in this
study was data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study
indicate that the implementation of village information systems in village government in terms of indicators according
to George Edward I1l, namely communication, disposition, resources and bureaucratic structure. The result is that
the four indicators are quite good, but there are problems in the communication and resource indicators. On the
communication indicator which is the transmission factor indicating that a policy has not been implemented optimally
due to the lack of successive socialization to those responsible for managing the village information system website.
The process of delivering the mechanism for using the website makes it difficult for implementers to fully understand.
This makes the information conveyed to information services not work properly, such as information that is rarely up
to date and invalid data publication, where the purpose of website-based information services is to make it easier for
the public to get information quickly by utilizing electronic media facilities.
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Abtrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis
Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari dalam memmberikan layanan informasi dengan memanfaatkan media
elektronik. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kaur TU Umum, dan pengguna layanan publik di
Pemerintah Desa Dukuhsari. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan pada
penelitian ini dari Menurut Miles & Huberman pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi desa pada pemerintah desa
ditinjau dari indikator menurut George Edward 111 yakni komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.
Hasilnya adalah dari keempat indikator sudah cukup baik, namun ada permasalahan terletak pada indikator
komunikasi dan sumber daya. Pada indikator komunikasi yang mana pada faktor transmisi yang menunjukkan bahwa
belum maksimalnya sebuah kebijakan dijalankan karena kurangnya sosialisasi yang beruntun kepada pihak yang
bertanggung jawab atas pengelolaan website sistem informasi desa. Proses penyampaian mekanisme penggunaan
website yang membuat para implementator tidak sepenuhnya dapat mudah memahami. Hal ini membuat informasi
yang disampaikan pada layanan informasi tidak berjalan dengan baik seperti informasi yang jarang up to date dan
publisasi data yang tidak valid, yang mana guna dari pelayanan informasi berbasis website adalah untuk
memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dengan memanfaatkan sarana media elektronik.

Kata Kunci — Implementasi, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Desa.

|. PENDAHULUAN

Desa adalah satu kesatuan penduduk Indonesia yang diatur dengan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta memiliki batas wilayah guna mempertahankan dari upaya perubahan atau pemindahan hal-
hal lain, serta kebutuhan penduduk sebagai keberlangsungan hidup yang diakui oleh milik negara. [1] Ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, bahwa desa ialah pondasi utama di mulainya otonomi desa
yang nyata serta tanggung jawab. Desa merupakan organisasi pemerintah yang langsung berhadapan bersama warga
masyarakat dengan memiliki latar belakang serta orientasi kepentingan dan kebutuhan sangat berbeda dan beragam,
serta mempunyai peranan penting sebagai penunjang peningkatan kapasitas agar pelaksanaan tugas dibidang
pelayanan publik prima dan baik. Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang berfokus pada
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penyelenggaraan pemerintah desa, proyek pembangunan desa, dan kegiatan terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan desa maju serta transparansi demi menumbuhkan dukungan publik bagi warganya, diperlukan kerja sama
serta pemahaman penuh dari semua pihak terkait baik pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat.

Pada era modern ini kemajuan teknologi membuat manusia tidak terlepas dari kebutuhan internet, dimana
internet termasuk penunjang program pembangunan desa yang bisa diandalkan. Pembangunan adalah proses yang
sedang berjalan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi sebagian besar penduduk. Satu-satunya faktor terpenting
dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Saat ini, pembangunan pedesaan mengalami perubahan yang signifikan,
baik dari segi desain maupun proses konstruksinya. Konsep bangunan tidak hanya dibahas pada sektor pertanian dan
infrastruktur, tetapi juga pada perkembangan teknologi informasi. Karena itu penduduk pedesaan menjadi lebih
inovatif dan kreatif pada konsep ini diharapkan agar dapat memanfaatkan media yang ada dimana pembangunan
struktur kelebanggaan berharap dari partisipasi penduduk untuk upaya meningkatkan kesejahteraan di daerah target
wilayah desa. Sebagai prioritas sebuah pemerintahan desa ialah pelayanan publik untuk melanjutkan tugasnya serta
memenuhi apapun kebutuhan masyarakatnya akan sebuah layanan yang pada periode modern ini dengan memberikan
pelayanan publik berbasis website. [2] Karena hal ini adanya sistem informasi bisa mempermudah untuk menerima
masukan maupun keluhan dari para warga desa setempat yang mana sistem informasi dapat diakses melalui komputer
maupun smartphone.

Sistem Informasi Desa (SID) ialah bentuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah Kawasan desa serta
dalam pembangunan desa dimana kawasan pedesaan yang terintegritas dengan sistem informasi dapat berdampak
untuk peningkatan pelayanan publik yang optimal. Adapun perubahan yang terjadi pada paradigma pembangunan
desa dalam membuat Sistem Informasi Desa (SID) telah menjadh hal yang begitu penting. hal ini perlu
mengembangkan SID yang harus di sesuaikan dengan visi Undang-Undang pada Desa , yang nantinya akan
menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis. Hal ini menjadikan SID yang diatur khusus dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014) yang di dalamnya memuat tentang informasi
desa melalui Pasal 86. Sistem Informasi Desa (SID) berisi tentang data desa, berupa data pembangunan desa, kawasan
desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa maupun pembangunan pada kawasan desa. [3]
Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk mempermudah proses kinerja Pemerintah Desa sehingga diharapkan
lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Manfaat SID menurut pengertian diatas ialah : a).
Pengelolaan kawasan pedesaan dapat berjalan dengan cepat. b). Mempermudah pelayanan didesa. c).Memanfaatkan
data pada desa dengan baik. d). Dapat Memberikan Transparasi pemerintah desa. e).Dapat menciptakan pelayanan
kantor desa lebih efisien. dan lebih efektif. f). Dapat membuat Pemerintah desa lebih akuntabel. g). Dapat memberikan
Layanan publik yang lebih baik. h). Warga mendapat akses baik untuk informasi desa. j). Ikut sertanya warga dalam
proses pembangunan desa. Banyak sarana informasi yang bermanfaat dengan kemudahan yang didapatkan dari
terciptanya SID berbasis website ini tentunya, namun pada kenyataannya tidak seperti tujuan dengan adanya regulasi
pembuatan website ini seperti halnya pada penggunaan website resmi milik Desa Dukuh sari yakni laman
dukuhsari.desa.id yang dikelola langsung oleh bidang pelayanan publik milik desa setempat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah pelayanan publik yang baik kepada masyarakat
sehingga bisa memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam upaya membangun desa menuju desa maju dan
mandiri sistem informasi memang harus diterapkan. Kualitas pelayanan yang efektif dan efisien harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang cepat dan menghasilkan informasi yang tepat dan
akurat. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Pasal 11 menyatakan menerima serta
mengkoordinasikan publikasi, pelayanan atau front office dan juga tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Serta melakukan pengelolaan suatu teknologi informasi ataupun website dinas pada
setiap pegawai pelaksana layanan publik. Adapun maksud tujuan dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID)
diantaranya ialah : a). Untuk pemetaan kondisi dan potensi desa (data akurat dan mutakhir), b). Untuk memperkuat
kualitas pelayanan publik. C). Untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa. Yang
diharapankan dengan adanya sistem informasi berbasis web ini dapat membuat akses informasi lebih efektif dan
efisien, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa secara up to date. [4]

Sistem Informasi Desa diharapkan pemerintah desa agar bisa melaksanakan struktur pengelolaan
pemerintahan desa dengan baik. Implementasi SID tentu dapat berdampak positif apabila ditunjang dengan semua
sumber daya yang digunakan dan dioptimalkan baik dari sumber daya teknologi itu sendiri. Namun, tidak lebih penting
lagi adalah pada sumber daya manusia sendiri atau sebagai user yang menjalankan program tersebut. [5] Karena itu
pelaksanaan program SID menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih
baik.

Implementasi adalah kegiatan yang diperlukan selalu berkesinambungan. Implementasi pada kebijakan
undang-undang diperlukan karena pada halaman tersebut diharapkan untuk melihat “kesesuaian” dari berbagai faktor
penentu keberhasilan undang-undang atau program tersebut. Tujuan pelaksanaan kebijakan dan realisasinya terkait
dengan hasil kebijakan dari pemerintah. Implementasi dari setiap program tertentu dapat berjalan dengan efektif jika
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direalisasikan oleh pelaksana yang sesuai. Implementasi dilakukan melalui suatu proses yang disebut tindakan yang
dapat dilakukan oleh seorang individu, sekelompok orang, atau bahkan seluruh pemerintah. Proses ini dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah diidentifikasi sebagai hal yang diperlukan dalam kebijakan keputusan.

Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi kebijakan ialah tujuan dari sebuah kebijakan yang
ditentukan, program yang sudah diwujudkan dalam realitas, serta hasil luaran atau (output), luaran yang merupakan
realitas yang didapatkan berupa outcome, manfaat, serta dampak. George Edward Il menyatakan dalam mencapai
suatu tujuan kebijakan, kemudian perumusan suatu kebijakan dan implementasi yang harus dipersiapkan dan di
sesuaikan dengan rencana yang baik. Serta terdapat empat variabel krusial untuk implementasi kebijakan dapat efektif,
yakni : 1). Communicaton (komunikasi), kebijakan yang di komunikasi pada organisasi publik. 2). Resource (sumber
daya), kebijakan yang tersedia berupa tenaga pendukung berasal dari sumber daya manusia. 3). Disposition (disposisi),
bagaimana kesiapan sikap yang berasal dari implementator yang nantinya dapat cepat mengeluarkan suatu kebijakan
publik yang disebutkan. 4). Bureaucratic Structures (struksangattur birokrasi), bagaimana penyesuaian pada suatu
organisasi birokrasi dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan publik. [6]

Permasalahan implementasi program SID masih menjadi tema yang cukup menarik untuk dilakukan
penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu membandingkan sebuah penelitian. Mengacu pada
penelitian sebelumnya. Dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Giriharja
Kecamatan Rancah”. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi dilapangan sistem informasi berbasis web pada
Desa Giriharja masih belum optimal dimana kurangnya kapasitas manajerial pada pengelolaan manajemen
permerintahan desa, serta kurang validnya data atau letak batas-batas desa setempat disertai dengan perbaikan sarana
dan prasarana yang ada. Selanjutnya, Dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa
Margaharja Kecamatan Sukadana”. Hasil kajian yang menunjukkan Sistem Informasi Desa (SID) pada Desa
Margaharja masih kurang adanya informasi struktur lembaga desa setempat, program kinerja desa yang belum
tersampaiakan, informasi produk hukum yang belum ada, dalam profil desa belum terdapat sejarah desa. Serta masih
adanya banyak orang yang belum sepenuhnya faham mengenai kegunaan website ini. Selain itu, Kajian dengan judul
“Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang . Hasil Kajian yang menunjukkan
implementasi yang berasal dari Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten serang. yakni belum berjalan dengan
maksimal hal ini menyebabkan adanya kelemahan dalam koordinasi, aspek resources, disposition dan bureaucrativ
structure. Adanya faktor pendukung yang mendukung implementasi yakni tersedianya alokasi dana. terdapat
pembagian pekerjaan dalam tugas yang jelas kepada masing-masing stakeholder, dan Sistem Informasi Desa atau SID
yang lengkap.

Permasalahan yang dijelaskan pada penelitian terdahulu diatas juga terjadi pada penelitian dengan judul
Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Di Pemerintah Desa Dukuhsari. Desa Dukuhsari termasuk desa yang
sudah ikut memanfaatkan Sistem Informasi Desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa, hal ini diwujudkan dengan adanya website resmi desa dukuhsari. Pada implementasi sistem informasi
desa yang sedang berjalan ditemukan permasalahan salah satunya minimnya pengetahuan perangkat desa dalam
melakukan pengelolan website desa sebagai sarana dari sistem informasi desa dan beberapa informasi data milik desa
yang tidak valid, dimana pada permasalahan yang disebutkan menghambat terwujudnya sistem pemerintahan berbasis
elektronik dari pemerintah desa. Berikut contoh laman yang tidak sesuai dengan data desa yang ada :

Gambar 1. Sistem Informasi Desa Dukuhsari

e WEBSITE RESMI DESA DUKUHSARI

KEC. JABON KAB. SIDDARJO PROV. JAWATIMUR

BERANDA  PROFILDESA-  PEMERINTAHANDESA-  DATADESA- R

Pemerintah Desa

56 & Adminisirator ® 30 Kali Dibaca

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Senggigi

Kepala Desa: MUHAMMAD ILHAM
Sekretaris Desa: MUSTAHIQ, S.Adm
Kepala Urusan Pemerintahan: SYAFRUDIN
Kepala Urusan Pembangunan: SYAFI, SE
Kepala Urusan Kesra: HAMIDIAH

Kepala Urusan Keuangan: MARDIANA
Kepala Urusan Trantib: SUPARDI RUSTAM
Kepala Urusan Umum: MAHRUP

Sumber : Pemerintah Desa Dukuhsari, 2023
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Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pada laman sistem informasi desa dukuhsari menyajikan
informasi data yang tidak valid, dimana susunan organisasi yang terlampir adalah susunan organisasi milik desa lain
yang seharusnya menjelaskan desa dukuhsari sendiri. Selain pada gambar diatas, terdapat visi misi yang tidak valid
yang mana menjelaskan visi misi milik desa lain yakni desa senggigi serta sejarah yang tidak sesuai dengan desa
dukuhsari. SID desa dukuhsari yang jarang di up to date membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi terbaru
terlihat pada webiste yang terakhir diperbarui bulan juni 2022 kemarin. Hal ini dapat dinilai dengan realisasi sistem

informasi desa yang sedang berjalan pada desa. Berikut realisasi data SID pada Desa Dukuhsari.

Tabel 1. Realisasi Sistem Informasi Desa Dukuhsari

No. Tujuan SID Uraian Realisasi Keterangan
1. Pemetaan kondisi dan Pemetaan N Terealisasi  namun,  Profil
Potensi desa kondisi desa wilayah yang terdapat pada
Potensi  yang SID tidak sesuai, serta peta
dimiliki desa - wilayah desa dukuhsari yang
tidak sesuai dengan titik.
Pada SID tidak menjelaskan
tentang potensi desa Yyang
dimiliki.
2. Memperkuat kualitas Pelayanan \/ Terealisasi akan tetapi tidak
pelayanan Administrasi sesuai, karena pada website
Pelayanan - terdapat data desa lain.
Barang Tidak terealisasi
Pelayanan Jasa - Tidak terealisasi
Pelayanan \ Terealisasi
Regulatif
3. Memperkuat APBD \
perencaanan dan RKP \
pengawasan PAK \ Terealisasi
pembangunan kawasan Progam Kerja \
desa

Olah penulis sumber dari laman website SID, 2023

Berdasarkan tabel. 1 diatas implementasi SID di desa dukuhsari masih terbilang jauh dari kata berhasil, dapat
dilihat pada tabel diatas terdapat beberapa masalah pada saat proses implemetasi SID seperti profil wilayah pada
website SID tidak sesuai dengan titik lokasi desa dukuhsari hal ini mengakibatkan siapapun yang mengakses laman
SID untuk mengetahui titik lokasi yang tidak akurat, tidak dijelaskannya potensi desa pada SID, campur aduknya data
desa satu dengan desa yang lain. Sehingga implementasi SID di desa dukuhsari belum bisa dikatakan sepenuhnya
berhasil karena terdapat beberapa hambatan pada realisasi yang sudah dijelaskan oleh tabel diatas.

Diketahui bahwa laman website resmi Sistem Informasi Desa (SID) belum maksimal dalam memberikan
pelayanan. Seperti tampilan media utama yang kurang menarik untuk dikunjungi dan banyak fitur yang tidak lengkapi
bahkan informasi terakhir di perbarui pada 7 juni 2022. Pada laman tersebut banyak data yang tidak valid dengan data
desa yang ada. Selain itu, menurut Zumroatul A’yuningsih sebagai Kaur TU Umum Desa Dukuhsari sebagai pengelola
atau pelaku sumber daya pada layanan informasi, menyatakan bahwasannya tidak sepenuhnya memahami penggunaan
Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi desa pada desa
dukuhsari belum berjalan dengan baik dalam memanfaatkan aplikasi untuk memberikan sarana informasi berbasis
website.

Berdasarkan pendahuluan yang dijelaskan bahwa terdapat permasalahan pada implementasi sistem informasi
desa pada desa dukuhsari. Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Dukuhsari masih belum maksimal dalam
memberikan pelayanan informasi berbasis website. Gambaran latar belakang yang sudah dipaparkan membuat penelti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sistem informasi.
Dengan itu penelitian ini bertujuan unutuk meneliti terkait “ Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website
Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon”.
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I1l. METODE

Pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif . tujuan meenggunakan menggunakan jenis
penelitian kualitatif agar dapat menggali ataupun membangun suatu posisi yang akan menjelaskan fakta yang ada di
dalam realita. Pada penelitian ini berdasarkan peristiwa ataupun realitas yang berlangsung pada lapangan. Penelitian
ini menetapkan fokus pada pengimplementasiannya Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa
Dukuhsari. Penelitian dilakukan di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan objek penelitian
Implementasi SID ataupun Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Pemerintah Desa Dukuhsari. Tujuan dari
penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Menurut
Sugiyono (2016:274) data bisa di dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Sumber data yang
diperoleh melalui : (1) Data Primer, data yang diperoleh melalui secara langsung, dicatat serta diamati, seperti
wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Data Sekunder, data yang didapat tidak secara langsung, sumber data
sekunder diperoleh melalui jurnal dan sumber data dari media massa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
deskriptif agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati dalam penelitian sehingga
memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian.

Teknik dalam menentukan sampel dalam penelitian ini melalui teknik sampling dengan purposive sampling yang
digunakan sebagai sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah
Sekretaris Desa, Kaur TU Umum, dan pengguna layanan publik di Pemerintah Desa Dukuhsari.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman
(1994:12) yang meliputi : (1) Pengumpulan Data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. (2) Reduksi Data. Menurut Miles & Huberman reduksi data adalah proses seleksi, pemusatan
perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis yang
dilakukan di lapangan sehingga mendapatkan sebuah ringkasan data yang penting dan kemudian membuang data yang
tidak di pakai atau tidak diperlukan. (3) Penyajian Data.ialah menggabungkan seluruh data informasi yang diperoleh
dilapangan menjadi bentuk yang mudah di dapat atau di raih. Sehingga dapat memudahkan melakukan kajian
keseluruhan. (4) Penarikan Kesimpulan. Penarikan Kesimpulan adalah seluruh data yang disimpulkan menjadi satu
sesuai dengan hasil data yang telah dilakukan dilapangan oleh peneliti.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon. Penelitian dilakukan dengan cara
wawancara langsung kepada informan sekaligus pengelola Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa
Dukuhsari untuk mendapatakan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan dari penelitian. Sistem
Informasi Desa adalah suatu program yang digunakan untuk membuka ruang partisipasi antar masyarakat
dengan perangkat pemerintahan desa dalam membangun desa secara demokratis dalam pengelolaan data desa
berbasis web. Berikut merupakan tampilan dari laman Sistem Informasi Desa berbasis website milik Desa
Dukuhsari saat dikunjungi.

Gambar 2. Sistem Informasi Desa Dukuhsari

C A Notsecure | dukuhsaridesaid/index.php/artikel/2013/ wal-mula-sid G B f » O @ raused )(

B mMowa [ INDOXXI - Nonton.. g ChromeWeb Store.. ) WhatsApp B Siakba

WEBSITE RESMI DESA DUKUHSARI
KEC. IABON KAB. SIDOARIO PROY. JAWATIMUR

BERANDA ~ PROFILDESA-  PEMERINTAHANDESA-  DATADESA~  REGULASI-  PETA  LOGIN -

ARTIKEL
KATEGORI
© 31 Marel 2013 20:31:04 & Administrator ® 33 Kali Dibaca b suia0 | Bagitan

» Berita Desa

Awal mula SID > Program Kerja
"Awalnya ada keinginan dari pemerintah Desa Balerante yang berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti pengunjung rumah » Peraturan Desa
sakit yang ingin mencari data pasien rawat inap, tinggal ketik nama di komputer, maka data tersebut akan keluar”
(Mart Widarto, pengelola Program Lumbung Komunitas) Lt STATISTIK PENDUDUK
Program ini mulai dibuat dari awal 2006
1. (2006) komunitas melakukan komunikasi dan diskusi lepas tentang sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menyimpan data
2.(2008) Rangkaian FDG dengan pemerintan desa membahas tentang tata kelola pendokumentasian di desa Jumlah Penduduk =
3. (2009) Ujicoba SID yang sudah dikembangkan di balerante
4. (2009-2010) Membangun SID (aplikasi) dibeberapa desa yang lain: terong (bantul), Nglegi (Gunungkidul) 125
5 (2011) Kandangan (Temanggung) Gilangharjo (bantul) Girikarto (qunungkidul) Talun (klaten) Pager Gunung (magelang)
6. hingga saat ini 2013 sudah banyak desa pengguna SID. 100
SID sebagai tanggapan atas kebutuhan: =
Kalau dulu untuk mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan karena tidak mempunyai databasenya. Dengan E
adanya SID menjadi lebin mudan = s
(Nuryanto, Kabag Pelayanan Pemdes Terong) .

Sumber : Pemerintah Desa Dukuhsari, 2023
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Berdasarkan Gambar 2 diatas. Menunjukkan laman website resmi milik Pemerintah Desa Dukuhsari yang
pada sistus website telah sesuai dengan konsep sistem informasi desa yang terintegrasi dan memberikan
informasi yang sesuai dengan tujuan adanya kebijakan implementasi sistem informasi yang harus memuat data
desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi pembangunan desa walaupun pada gambar tersebut
menunjukkan bahwa belum sesuai dengan data desa yang ada. Ketika keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur
dengan penyebaran informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka informasi tersebut akan sampai ke
masyarakat dengan baik. Dengan melakukan wawancara pada pemerintah desa Dukuhsari ini dapat diperoleh
informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti berdasarkan variabel-variabel dalam Implementasi
Kebijakan Publik Model Edward. George Edward Il menegaskan bahwa terdapat empat isu pokok agar
implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi merupakan indikator penting dan tidak terpisahkan, demikian pula posisi media yang memegang
peranan menentukan dalam terwujudnya suatu produk politik. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana
kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik serta sikap dan tanggapan pemangku kepentingan.
Komunikasi antar organisasi melibatkan kegiatan implementasi yang berlangsung melalui transformasi atau
penyebaran informasi kebijakan publik. Pemberian informasi ditujukan kepada khalayak yang tepat, yaitu
masyarakat dan kelompok atau organisasi lain.

Implementasi yang efektif terjadi ketika pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan.
Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus spesifik, akurat, dan konsisten. Pengetahuan atas apa yang
mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga dalam setiap kebijakan dan
peraturan impelementasi harus dikomunikasikan kepada sang implementator secara tepat. Komunikasi
diperlukan agar para implementator adanya Kebijakan Sistem Informasi Desa tersebut akan semakin konsisten
dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam impelementasi sistem informasi desa pada
Desa Dukuhsari. Menurut Edward 111 (Leo Agustin, 2016) terdapat indikator yang bisa digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain :

a. Transmisi, berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana

mengetahui kebijakan tersebut.

Penyaluran informasi yang beruntun diterima dengan baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang
baik pula, diketahui bahwa menurut hasil wawancara terhadap penanggung jawab yang terlibat sebagai
pengelola sistem informasi desa menyatakan bahwa sejak program website resmi diturunkan ke berbagai
wilayah desa yang ditujukan untuk adanya sistem informasi desa diketahui hanya dua kali pertemuan
untuk sosialisasi program kebijakan tersebut hal ini membuat pegawai kurang maksimal dalam
memberikan pelayanan berupa informasi yang dibutuhkan oleh warga setempat melalui berbagai aplikasi
yang mana tidak semua pegawai dapat menguasai. Hal tersebut diperoleh melalui hasil wawancara
peneliti kepada informan yaitu Ibu Zumroatul A’yuningsih sebagai berikut:

“Saya sebagai perangkat Desa Dukuhsari sedikit mengalami kendala pada aplikasi berupa website

yang dikelola oleh Desa Dukuhsari karena saya pribadi masih belum terlalu menguasai tentang

tata cara dan pengelolaan aplikasi berupa website tersebut”. (Hasil wawancara Tanggal 24 Juli

2023).

Kesimpulan dari pernyataan tersebut ialah sebagai pelaksana implementasi sistem informasi desa
pada pemerintah Desa Dukuhsari pegawai menyatakan kurangnya kesiapan dan informasi yang memadai
tentang mekanisme program sistem informasi desa yang dijalankan.

b. Kejelasan, berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zumroatul A’yuningsih sebagai Kaur TU Umum Desa
Dukuhsari sebagai pengelola atau pelaku sumber daya pada layanan informasi, menyatakan bahwa
dirinya tidak sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur yang tersedia pada sistem informasi desa
berbasis website tersebut.

“Terdapat kesulitan dalam penggunaan beberapa fitur yang ada pada sistem informasi desa ini

seperti pemanfaatan laman yang berbasis digital. Karena kami sendiri sebagai perangkat desa

kurang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan perihal penggunaan aplikasi tersebut. Alhasil, kami
sebagai perangkat desa kurang maksimal dalam memberikan pelayanan berupa kemudahan akses
sarana informasi untuk warga yang berkaitan dengan kebijakan yang ada di Desa Dukuhsari”.

(Hasil wawancara Tanggal 24 Juli 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemahaman tentang isi kebijakan bagi
implemntator sangatlah penting, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas
dan tidak membingungkan agar sebagai penyedia pelayanan berbasis website dapat bisa menyuguhkan
data-data yang jelas dan valid. Hal ini terlihat dari laman web yang dipublikasikan terdapat banyak data
yang tidak sesuai dengan data milik Desa Dukuhsari melainkan informasi dari desa lain membuat warga
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yang membutuhkan pelayanan mendapatkan informasi yang salah. Berikut contoh ketidak benarnya
informasi data yang dipublisasikan menurut pernyataan informan pada laman website Sistem Informasi
Desa Dukuhsari sebagai berikut.

Gambar 3. Sistem Informasi Desa Dukuhsari

Data Demografi Berdasar Populasi
Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Keg

1 KERANDANGAN

2 002
3 001
4 004
5 006
6 LOCO

7 - 003

Sumber : Pemerinta Desa Dukuhsari, 2023

Berdasarkan Gambar 2. Diatas menunjukkan bahwa ketidaklengkapan data demografis per wilayah
pada laman Sistem Informasi Desa pada Desa Dukuhsari. Diketahui bahwa pengelola yang bersangkutan
menyatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami tentang tatacara dalam merubah data
sebelumnya dan kurangnya data yang hendak dipublisasikan.

c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga
tidak membingungkan para pelaksana kebijakan.
Dalam penerapan dan dijalankan perintah yang diberikan dalam suatu komunikasi haruslah konsisten,
karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi
pelaksana dilapangan untuk kebijakan yang dijalankan. Oleh karnanya bagi pembuat kebijakan dengan
pelaku kebijakan atau yang menjalankan harus saling terkait dalam tujuan kebijakan tersebut dibuat.
Dari informasi yang diperoleh dilapangan para implementator menyatakan bahwa dirinya hanya
menjalankan website sistem informasi desa ini sesuai dengan apa yang mereka ketahui yang dimana
informasi didapatkan dari dua kali pertemuan sosialisasi yang diselenggarakan tentang mekanisme
sistem informasi desa sejak aplikasi mulai di jalankan. Berikut gambar sosialisasi Pemkab Sidoarjo
wujudkan keterbukaan informasi publik dengan sosialisasi PPID Desa.
Gambar 4. Sosialisasi Pemkab dan PPID

Sumber : Olah Penulis, 2023

Berdasarkan Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ssidoarjo
menyelenggarakan sosialisasi mengenai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, kesempatan
itu dihadiri oleh semua keapala desa diseluruh Kabupaten Sidoarjo. Dan sosialisasi selanjutnya yang
ditujukan kepada pengelola website Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari bagi setiap
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perwakilan desa. Diketahui bahwa pertemuan itu dilaksanakan pada Jumat, 25 Maret 2022 dan 15 Juni
2022 dan dihadiri oleh perwakilan Desa Dukuhsari dan Desa Kedungcangkring kecamatan Jabon.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian (Risgita Fatharani, dkk) dengan judul “Implementasi Sistem
Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Giriharja Kecamatan Rancah”. Hasil kajian menunjukkan bahwa
implementasi dilapangan sistem informasi desa ditinjau dari aspek komunikasi yang tidak berjalan dengan baik
dikarenakan pemerintah desa lebih fokus pada bagian penyelenggara digital governance. Hal ini terlihat dari
kurangnya kapasitas manajerial pada pengelolaan manajemen pemerintahan desa pada mekanisme penyampaian
kebijakan yang disampaikan, serta kurang validnya data atau letak batas-batas desa setempat yang tidak sesuai
disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.

2. Resource (Sumber Daya)

Sumber daya berkenaan dengan ketersedian sumber daya pendukung dimana kedudukan sumber daya dalam
implementasi kebijakan tak kalah penting, ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya
akan berakibat ketidakefektifan pada proses kebijakan yang dijalankan. Dalam suatu kebijakan bisa saja
informasi yang diturunkan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan. Edward Il (Nugroho, 2020; Setyawan, 2017) Menyatakan adanya kejelasan perintah
atau arahan dari masing-masing implementator sesuai kewewenang berkaitan batas tugas dan fungsi yang
dilakukan, kemudian adanya ketersediaan sarana dana prasarana. Dalam mengimplementasikan kebijakan
terdapat elemen-elemen pada infikator sumber daya, yakni :

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia disini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry
out kebijakan secara efektif pada Desa Dukuhsari. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah
ketersediaan staf yang harus kompeten, jika pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
atau mengimplementasikan kebijakan kurang berkompeten dan kurang memadai untuk melaksanakan
pekerjaannya, bukan mustahil implementasi kebijakan tidak akan efektif. Hasil dari informasi yang
diperoleh dari pihak Desa/Kelurahan Dukuhsari menetapkan dua orang hingga lebih dari unsur
perangkat desa sebagai penanggung jawab penuh operator atau pengelola sistem informasi desa. Berikut
data pegawai yang mengelola sistem informasi desa pada tabel yang dimaksud ialah :
Tabel 2. Pengelola Sistem Informasi Desa

No. Jabatan Nama
1. Sekretaris Desa Akhmad Fauzi
2. Kaur TU Umum Zumroatul A’yuningsih
3. Staff Putri Rimba Pamungkas

Sumber : Pemerintah Desa Dukuhsari, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diatas. Diketahui bahwa Sistem Informasi Desa Pada Pemerintah Desa
Dukuhsari di kelola oleh Sekretaris desa sendiri namun dari pihak sekretaris desa mengalami
keterbatasan pengetahuan mengenai it yang membuat diturunkan penanggung jawaban tugas kepada
Kaur TU Umum yakni Zumroatun A’yuningsih. Menurut informasi yang didapat adanya perubahan
kebijakan dari pihak aparat desa bahwa pada tahun 2019 — 2021 Sistem Informasi Desa dikelola oleh
(Operator Kegiatan Online) yang diambil dari Karang Taruna hingga mulai tahun 2022 — sekarang
kebijakan tersebut sudah berubah yang harus dipegang penuh oleh Kaur TU Umum. Berikut hasil
wawancara dari Bapak Akhmad Fauzi sebagai Sekretaris Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon.

“Saya sebagai Sekretaris Desa, mengakui bahwa sudah terlalu banyak beban tugas sebagai

perangkat desa sehingga perlu adanya pelimpahan tugas kepada perangkat lain. Maka dari itu, hal

ini dihandle oleh kaur keuangan yang lebih faham mengenai pengelolaan sistem berbasis digital.

Ya walaupun pada akhirnya tugas tersebut diamanahkan lagi kepada kaur TU”. (Hasil wawancara

Tanggal 24 Juli 2023),

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Ibu Zumroatul A’ yuningsih sebagai Kaur TU Umum.

“Beberapa kali saya mendapati kesulitan dalam mengakses sistem yang sedang saya operasikan

untuk masuk sebagai user (admin). Saya hanya dapat mengakses sistem sebagai viewers sehingga

tidak bisa memperbarui data pada sistem secara berkala”. (Hasil wawancara Tanggal 24 Juli 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada konteks sumber daya manusia, berdasarkan
temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah
satu hambatan bagi pelaksana kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan. Kendala yang
dimaksud ialah kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa Pada Pemerintah Desa Dukuhsari yang masih
belum menguasai teknologi dan pelayanan berbasis website.

b) Sumber daya anggaran
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Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya
dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah
pusat telah mengganggarkan dana desa untuk kebutuhan pada desa. Diketahui bahwa setiap tahun tidak
alokasi pada pembiaayaan Sistem Informasi Desa prabayar pada penggunaan website dikarenakan biaya
tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat. Adapun rincian sumber daya anggaran pada Pemerintah Desa

Dukuhsari.
Tabel 3. Sumber Daya Anggaran Desa Dukuhsari
No. Tahun Jumlah Dana Desa (Rp) Total APBDes (Rp)
1. 2021 935.033.000,00 3.497.238.619,00
2. 2022 985.248.000,00 2.266.748.645,00

Sumber : Olah Pemerintah Desa Dukuhsari, 2023
Berdasarkan Tabel 3. Diatas diketahui bahwa setiap tahunnya dana desa yang diterima oleh setiap
desa tidaklah sama. Pengalokasian APBdes untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya dari tabel diatas tidak adanya persamaan
nominal pendapatan maupun pengeluaran pertahunnya.

c) Saranadan prasarana

Selain anggaran serta waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan implementasi sistem informasi
desa agar dapat berjalan dengan baik tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah faktor
penting yang membuat berhasilnya sebuah kebijakan. Sebagai User (admin) Sistem Informasi Desa
fasilitas yang didapat berupa wifi, Ruangan ber Ac, PC yang masing-masing pegawai mendapatkan
menunjang proses jalannya implementasi kebijakan. Fasilitas yang tak kalah mendukung pada
implementasi sistem informasi desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari dan juga dapat dilihat dari letak
geografis Desa Dukuhsari yang mudah dijangkau mendukung fasilitas, sarana dan prasarana yang
memadai baik internal maupun eksternal.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian (Umi Urifah) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi
Desa Di Kabupaten Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik”. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa faktor sumber daya belum berjalan baik, karena terdapat beberapa kendala yang terjadi
seperti kapasitas pengelola sistem informasi desa yang masih belum terlalu menguasai teknologi. Selain itu
terkait pemanfaatan sistem informasi desa yang kurang membuat beberapa desa/kelurahan masih mengeluh
tentang keterbukaan informasi mengenai data desa.

3. Dispocition (Disposisi)

Disposisi merupakan bagian dari sikap pelaksana kebijakan, yaitu agar kebijakan itu efektif, pelaksana tidak
hanya harus mengetahui kebijakan tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya. Disposisi
atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki
oleh implementator seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan kebijakan implementasi
sistem informasi desa. Diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten telah berupaya
semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan secara konsisten dengan mempersiapkan sumber daya manusia
maupun kelembagaan lewat program sosialisasi yang relevan, walaupun demikian program tersebut hanya
terjadi dua kali pertemuan yang diselenggaran sejak kebijakan diturunkan. Oleh karna itu melihat fakta
dilapangan tidak dapat diharapkan sebagai pelaku sumber daya manusia dapat menguasai pengelolaan sistem
informasi desa seperti yag diharapkan.

Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Pemerintah Desa Dukuhsari akan berjalan efektif dan sesuai
rencana apabila seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas atau tahu bagaimana mengambil sikap
sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan di masing-masing tempat yang menjadi tugas
dan kewenangan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Berikut pernyataan dari ibu Zumroatul
A’yuningsih selaku Kaur TU Umum Desa Dukuhsari.

“Kami sebagai perangkat desa yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan tentunya melaksanakan tugas

dengan penuh tanggung jawab sesuai apa yang didapatkan dari turunnya sebuah kebijakan. Sebagai bentuk

dukungan terhadap terselenggaranya kebijakan yang ada di Desa Dukuhsari apalagi ini mengenai

pelayanan berupa informasi ”. (Hasil wawancara Tanggal 28 Juli 2023)

Kesimpulan dari pernyataan tersebut ialah perangkat desa menunjukkan bahwa para pelaksana cukup
antusias, khususnya perangkat desa sebagai pengelola sistem informasi desa sangat mendukung arti pentingnya
kemudahan dalam memberikan pelayanan berbasis website dengan memanfaatkannya sarana media elektronik
bagi penyebaran informasi seputar Desa Dukuhsari.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Zumroatul A’yuningsih selaku penanggungjawab sistem
informasi desa mengenai staffing disposisi sebagai berikut.

“Memang ada evaluasi beberapa bulan sekali dari kinerja perangkat desa guna memaksimalkan pelayanan

sistem informasi desa. Untuk insentif dulu sempat ada tambahan penuh, tapi mulai tahun 2021 sudah tidak
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diberikan lagi karena mengikuti peraturan gubernur sehingga kami dikembalikan pada tupoksi masing-

masing”. (Hasil wawancara Tanggal 28 Juli 2023)

Kesimpulan pada pernyatan diatas ialah mengenai penerapan sanksi sebagai upaya penanaman disiplin yang
akan memberi kontribusi pada dukungan sikap pelaku sumber daya telah diupayakan melalui aktivitas-aktivitas
yang menggalang kebersamaan serta penilaian kinerja individu para pengelola sistem informasi desa, seperti
DP3 dan laporan kinerja secara berkala. Memaknai penerapan konsep disposisi sebagai pendekatan
impelementasi kebijakan sebagaimana telah dikemukakan para informan yang dimaksud, secara empirik
memang sudah dilakukan. Namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan, khususnya pemberian
insentif yang lebih memadai sebagai pengelola dengan kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan program-
program yang dibutuhkan.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian (Dody Setyawan) dengan judul “Analisis Implementasi
Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward II1 Di Desa Landungan”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penelitian menggunakan teori dari Edward Il pada indikator disposisi (sikap pelaksana) dalam
implementasi program ADD di Desa Landungan sudah baik. Dilihat dari kesediaan & komitmen penyelenggara
pemerintahan desa dapat ditinjau dari faktor kesiapan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelaporan
secara tertulis kepada BPD di setiap akhir tahun anggaran. Disertai masyarakat yang senantiasa berpartisipasi.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Faktor keempat yang tidak kalah penting guna mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Sistem
Informasi Desa ialah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewengan dan
koordinasi diantara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementator kebijakan. Dua karakteristik menurut
Edward I11 (Leo Agustino, 2016) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang
lebih baik ialah SOP dan fragmentasi.

1) Membuat Standart Operating Procedures (SOP) yang fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau
aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur,
atau birokrat dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standart yang telah ditetapkan atau
dibutuhkan warga. Berikut SOP pada struktur birokrat pada implementasi Sistem Informasi Desa pada
Pemerintah Desa Dukuhsari.

. Bagan 1. Standart Operating Procedures (SOP)

DPMD

v

Sistem Informasi Desa

v

Desa

Sumber : Pemerintah Desa Dukuhsari, 2013

Berdasarkan Bagan 1. Diatas menunjukan Standart Operating Procedures (SOP) pada
Implementasi Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon. Diketahui
bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab penuh mengenai sistem informasi
berbasis website pada kegunaan dan fungsi adanya Sistem Informasi Desa yang dijalankan, selanjutnya
pada perolehan data dari setiap desa yang dimiliki ditinjau oleh kecamatan yang mana data yang
dipublikasikan sudah sesuai apa tidak (Controlling). Pada pengelolaan dan publikasi data yang di upload
masing-masing yang diperlukan untuk publikasi di lakukan oleh pihak desa. Hal yang dilakukan oleh
pihak desa lainnya ialah konfirgurasi upload dan comment.

2) Melaksanakan fragmentasi agar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada
beberapa unit kerja yang sesuai bidangnya masing-masing, bahwa terfragmentasi struktur birokrasi maka
implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Hal
ini ditinjau dari program yang sedang dijalankan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa aspek
lain yang perlu dimaksimalkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Akhmad Fauzi selaku
Sekretaris Desa.

“Turunnya Kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten,
kecamatan hingga pemerintah desa sudah baik dilihat dari pelaksanaan kebijakan pada tiap-tiap
unsur pemerintahan”. (Hasil wawancara Tanggal 10 Agustus 2023)

Kesimpulan dari pernyataan diatas ialah pada implementasi sistem informasi desa terkait
dengan struktur organisasi dalam pemenrintah Desa Dukuhsari sudah terjalin koordinasi antara kerja
sama yang baik di tiap unsur, baik dari Pemerintah kabupaten, pihak kecamatan maupun aparatur
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desa. Oleh karenanya dimensi struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan sistem

informasi desa pada Desa Dukuhsari para pemerintah desa harus mengetahui apa yang harus

dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan, selain itu dalam mengimplementasikan
kebijakan harus mengacu pada standar operasional prosedur yang mana tertuang di dalam Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian (Rivaldo Yetta) dengan judul “Implementasi
Kebijakan Informasi Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pada variabel struktur birokrasi dalam pengembangan sistem informasi desa di
Kabupaten Banggai berjalan dengan baik hal itu terbukti dengan meningkatnya sistem pengelolaan data
informasi desa yang terintegrasi serta akuntabel. Akan tetapi ada tujuan lain yaitu untuk mendukung program
lain yang dicanangkan PMD yaitu sistem informasi data lain.

V. SIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari belum berjalan secara maksimal.
Ditinjau dari aspek komunikasi bahwa kurangnya kesiapan dan pemahaman informasi mengenai mekanisme
penggunaan aplikasi bagi pelaku sumber daya sebagai pengelola website terlihat dari kurang adanya training pada
setiap implementasi setiap kebijakan yang diberikan pada pengelola yang menjalankan . Dari aspek Sumber daya
sudah berjalan cukup baik, pemenuhan sumber daya untuk implementasi Sistem Informasi Desa sudah tercukupi
seperti alokasi anggaran yang dilakuakn pada setiap tahunya walaupun masih adanya informasi yang dipublisasikan
belum sepenuhnya lengkap yang dimana pelu adanya penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah
Daerah yang membuat website dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Terkait Disposisi yang berjalan dengan karena komitmen antar pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas
dan fungsi secara baik dari pernyataan implementator tentang kesanggupan atas kebijakan yang dijalankan. Adapun
pelaporan yang dilakuakan setiap 3 bulan sangat membantu guna adanya evaluasi dari mekanisme simtem informasi
desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari. Dalam Struktur Birokrasi koordinasi dari pihak penyelenggara hingga
pelaksana ke pemerintah desa berjalan dengan baik dilihat adanya SOP yang dijalankan terkoordinasi dengan baik
sehingga implementasi sistem informasi dapat dijalankan meski terdapat beberapa aspek yang kurang maksimal.
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